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LANBASAN TEORI

F’a}ak secara umum adalah joran rakyat kepada kas negara
berda:-zm”man undang-undang schingga dapat dipaksaka dengan tiada
mende;at balas jasa sccara langsung. Pajak dipungut penguasa
b@rdasaman norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi
baran@—bamng dan jasa kolekiif untuk mencapai kesejahteraan umum.
S@.dmgkan pajak menurut Pasal | angka 1 UU No 6 Tshun 1983
scb&g,,&imana telah disempumakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun

2%07 *éae ncang Ketentuan uminn dan tata cara perpajakan adalah

"keniribusi wajib kepsda pegara yang terufang oleh orang
tau badag yang bersifat memaksa berdasarkan Undang
Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan
dagmmkan unfuk keperfuam negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”

Teréapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak”

vang dgi;e;mukakan oleh pure abli diantaranya adalah :

a) Memzmt Prof. Dr.P.J.A. Adsiani dalam buku Waluyo (2010:2),

, adalah furan masyarakat kepada megara (yang dapat
d:paksaiam) yang terutamg olek yang wajib membayarnya
maenumt peraturan-peraturap uwmum (wadang-undang) dengan
tidak memdamt prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk
dap. va&b gunanya adalsk antuk membiayai pengeluaran-
pemgehma“an umum  berbubung  tugas negara  untuk
meny elwggamkaﬂ pemerintahan”,
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a) . M;eéﬁumt Prof. Dr.H.Rechmat Soemitro SH dalam buky Siti Resmi

009:1);

]

«

“Paj:si?é adalah furan rakyat kepada Kas Negara berdasarkan
undang-undang (vang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

fasi ii@&bai (komtra prestus]) yang langsung dapat ditugjulkan
Gan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya vang berbunyi sebagai

berikut: ?zy’ak adalah peralifan kekayaan dari pibak rakyat kepada Kas

ara uniuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan

uniuk _ﬁubiic saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai

Paﬁé@k dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber
daya &@m sektor privai kepada sektor publik. Pemahaman ini

memberiian gembaran bahwa adonya pajak menyebablkan dua situasi

erubzh. Perfams, berkurangnya kemampuan individu dalam
mehguz-}zéai sumber daya uniuk kepentingan perguasaan barang dan
jafm._ Kedua, pertambahnya kemampuan kevangan negara dalam
penjedgéén barang dan jusa publik yang merupakan kebutuhan

m&asyar?kst.

Scmemtara pemahaman pajak dari perspekeif hukum menurut

S{}emi‘i:;fcé_ merupakan suatu perikatan vang timbul karena adanya

undangndang yang menyebabikan timbuinya kewajiban warga negara
untuk menyetorkan sejumlal: penghasilan tertentu kepada negara,

negara mempunyai kekuaten untuk memaksa dan vang pajak tarsebut




harusj dipergunakan untuk pcnyeienggag@a&n pemerintahan, Dari
pgnci%%c::atan hukum int meraperlibatkan baéhwa pajak yang dipungut
hams berdsarkan undang-uedang schingga 1réxe'njamin adanya kepastian
pajak maupun wajib pajak

hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul

sebaggif pembayar pajak.

|
|
|

isimpulkan bahwa pajak

D?;ﬁ definisi ~ definis1  tersebut dapa

memiliki unsur :

a) Iuﬁn dari rakyat kepada Negara

|
g :
- Yang berhak memungui pajak sanyalah Negara, ivran tersebut

- bsrujpa uang.
b) B"%édasarkan undang-uncang

Pajja%c dipungut berdasarican atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanzannya.

c) -Tainéga jasa timbal atau koniraprestasi éiari Negara yang secara
fla:%géuﬂg dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
'_ciiumjlﬂ{kaa adanya kontraprestasi individ;.lal oleh pemerintah,

d} .Dijgz}makan untwk  membiayai mmah? tangga Negara, yakni

pergzluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat fuas.

{
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Pené%rtian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukum

Bamk Penghasilan adalah Pajak  yang berkenaan dengan
pengix zsilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak atau
dapai pul"t dikenai pajak untuk penghasilan delam bagian tahun pajak
aquﬁa kewajiban pajak subjektifnva dimulai atau berakhir dalam

tahus} 'pﬂ_[ak.

P’é}&k Penghasilan Badan merupakan salah satu jenis pajak yang
pengenaannya didasarkan pada badan usaha yang meliputi
pgrsei;ganterbatasg persercan komanditer, perseroaan lainnya, badan
us:ah; émﬂik Negara atav badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapur, firmakongsi, koperasi, dana pensiun,
pe&‘:,ekuman perfampulan. yayasan, organisasi massa, organisasi
%osaaé pohtilc, atan organisasi lainya, lembaga, dan bentuk badan

iam.n}’g termasuk kontral: investasi kelektif dan bentuk usaha tetap.

P&sal 2 Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-
2%4/,?‘3{?001 tentang keterangan dan dokumen lain yang harus
dllampl*kan dalam Suret Femberitohuan yang menyebutkan bahwa
kret:era;régan dan atau dolimen lam yang dilampirkan dalam SPT

Taﬁusfsaénl’ajak Penghasiliun Wajib Pajak Badan adalah :

a. Neracja% dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan

dariWajib Pajak itu sendii berserta reiconsiliasi laba rugi fiskal.
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b. Daﬁ:ar perhitungan penyusutan atau amortisasi fiskal.

c. Piszri‘iih@ngan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian
tahlin};f;allui'l sebelumnya vang masih dapat dikcmpensasikan.

d. Surét Setoran Pajak Penghbasilan Pzsal 29 yang terutang, kecuali ada
izininﬁiuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan
p%xs&i 29

e. Sufé?:';{uasa Khusus, dalem hal SPT Tahunan ditandatangani oleh
bgka;?;‘gv’ajib Pajak.

f. L?ir;p?%an-Lampiran vang dianggap perlu  untuk menjelaskan

pcrhfiﬁumgan besarnya peaghasilan kena pajak atau besarnva Pajak

PsxagijiésilanPasai 25.
2. Fungsi pajak

Ménmt Mardiasme:  ¢2009: 1) Pajak  merupakan sumber
pﬁ::lexiﬁ'jzﬁéan Negara yang mempunyai dua fungsi 1), yaitu :
1) 35Ei"*’lzmgs;i anggaran (budgefair) sebagai sumber dana bagi
: éémerintah, untuk membiayai pengeluarar-pengeluarannya.
2) Fungsi mengatur (regulerend) scbagei alat pengatur atan
‘miclaksznakan pemserintab dalam bidang sosial ekonomi.

3. Pajak pénghasiian Pasal 23

;M'*;nurut Waluyo (2009: 273) Pajak penghasilan pasal 23
merupakjﬁitp pajak yang dipoieng atas penghasilan yang diterima atau

dipe:rd1e§ wajib pajak dalam Megeri dan Bentuk Usaha Tetap yang

T e e
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berasal ﬂari modal, penverahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan
selais yéng telah dipotong selain yang telah di potong pajak penghasilan
pasal ZL, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau
subjek pajak dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap
atau ;ﬁ:}em@kilan perusahaan luar Neger: lainaya.
4. Saat Terutangnya Pasal 23
| Menurut waluyo (2009: 274) Pemotong pajak penghasilan oleh
pihais::w pibak sebagai pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal
23 Undaﬁg— undang pajak penghasilan yaim terutang pada akhir bulan
diialmkaﬁ pembayaran etaw akhir bulan terutangnya penghasilan
bet‘smgkﬁian tergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
5. Pajak Penghasilan
-Maﬁurut Siti resmi (2009: 80-81) dalam bukunyz mengemukakan
definisi

“‘g:éj_ak penghasilan sebagal suatu pajak yang dikenakan
terhadap subjek pajale aias penghasilan vang diterima atau
diperalehnya dalam tahun pajak”,

Dengan demikian, psjzk penghasilan badan yang dikenalkan
te;:ilgdag salah satu bentulc usaha tersebut, atas penghasilan yang
diteﬁmi atau diperolehnys dalam satu tahun pajak.

6. Pajak ﬁadan
S‘Méﬁuirut Mardiasimo (2009 21) Badan adalah sekumpulan orang
dar_i/ afau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usal:haz;r;aupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainmya, badan usaha milik

T T A S R
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n:gajm atau badan usaha muilik dacrah dengan nama dan dalam bentuk
apz?un firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
pf:rk:;ﬁnpularl, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau
ox'g:znisasi lainnya, lerabaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kdn#ak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,

: Pvé'aéi;a pajak badan vang di dasari dari perghasilan badan adalah
suan; -Jenis pajak yang  mempuyai ketenmtwan sendiri. Dalam
peny;zizimpaian SPT(Setoran Sajal Tabunan) untuk pelaporannya.

7. K;ewzjiban Perpajakan PPh Badan
S‘;céu_ai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008
temaﬁg pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri
ada]a}.:lj badan yang didirkan atau bertempat kedudukan di Indonesta,
kec_?uaiji'; unit tertentu dari badan pemerintal yang memenuhi kriteria:
é. 'jjzz;embenmkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
:‘Lz_ndangan;
b. ﬁpambiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
:%e!anja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. éenerimaannya dintasukkan dalam angga-an Pemerintah Pusat

atzu Pemerintah Daeraly; dan

d. pmlbukuannya diperiksa oleh aparat peagawasan fungsional

negara.
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8. Shbjel-_: Pajak Dan Wajib pajak

P’fﬁx]mt pasal 2 ava: (!} Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
tentana Perubahan Keempat Atas Uadang-Undang No. 7 Tahun 1983
tentanﬂ pajak Penghas:lan yang menyatakan bahwa yang menjadi

Subjel» pajak adalah :

a. O_rang Pribadi dan werissn vang belum terbagi sebagau satu
k.fss;.%man menggantikan vang berhak.

b Ba;:ﬁan

c Bmuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan

pézﬁajakannya dipersamnakan dengan subjek pajak badan.

Menurut Mardiasmo ( 2009: 131) Subjek pajak orang
3 p:;badl dalam negri merjadi wajib pajak apabila telal menerima
at@a_ memperoleh penghasian yang besarnye melebihi penghasilan
Ti%iak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negri menjadi wajib
pa_mk sejak aat didirikan. atau bertempat kedudukan di indonesia.
Daengzm kata lain, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan

vang telah memenubi kewajiban subjektif dan objektif,

9. Objek Pajak
Mém&mt Mardiasmo (2006: 133) Objek pajak adalah penghasilan,
3a1tu ceuap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

dlpercﬁen Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

e
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Iuar’j}]ndonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

meﬁéﬁnhﬂh kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama

dan dalam bentuk apa pun, fermasuk:

a Penggantian atau tmbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

3?§ang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

homorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau

imbalan dalam bentuk lainnva, kecuali ditentukan lain dalam

Urdang-undang ini:

b. ii;adiah dani undian aiau dekegjaan atau kegiatan, dan

ﬁéﬂghargaan;

¢. laba usaha;

d: kﬁuntungan karena penjualan aiau karena pengalihan harta

termasulkc

A

keuntungan karena pengalihan barta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyariaan modal;

keunwungan karena pengalihan harta kepade pemegang
saham, sekutu stau anggota yang diperoleh perseroan,
persekutuan, dan badan lainoya;

keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,

pemekaran,pemecaban,  pengambileliban  usaha,  atau

" reorganisasi dengan pama daa dalam bentuk apa pun;

R T T A
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d keuntungan karena pengalihan harte berupa hibah, bantuan,
atau. sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga
sedarah dalam gans keturunan lurus satu derajat dan badan
keagamaan, bacen pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, aiau crang pribadi yang menjalankan
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan Peratwran Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengzn usaha, pekerjaan, kepemilikan, atan
penguasaan di anfara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
keuntungan karera penjualan atau pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta  dalam
pembiayaan, aiay  permodalan  dalam  perusahaan
pertambangan;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
szbagai biaya dan perabayaran tambahan pengembalian pajak;
%mnga termasuk premiwm, diskonto, dan imbalan karena
§aminan pengembalian uiang;

. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
':f%l:ividem dari perusahsan asuraasi kepada pemegang polis, dan
épcmbagién sisa hasil usaha koperasi;

- :r-::)yalti atau imbalan atas penggunaan hak;

{sewa dan penghasilan lain schubungan dengan penggunaan

harta;

T S P T R R
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.pererimaan atau perolehan pembayaran berkala;

| k keuntungan karenz pembebasan utang, kecuali sampai dengan
éumiah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

I ;kemuungan selisth kurs mata vang asing;

m :selisih lebih karens penilaian kembali aktiva;

| ﬂ premi asuranst;

5 o iuran yang diterima atac  diperoleh perkumpulan  dari
anggomnya yang tzrdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan

él;*asah& atau pekegjaan bebas;

p. %iﬁambahan kekayean neio yang berssal dari penghasilan yang

gbeelumdikenakan pajaks

'q. | penghasilan dari usaha berbagis syariah;

'i;mbaian bunga sebzgaimana dimaksud dalam Undang-Undang

}ang mengatur mangenal ketentuan umum dan tata cara
%ﬁerpajakan; dan
S, surpius Bank Indonssia.
10. Pengertian SPT
:Mfélﬁmt Mardiasmo (2009 ; 29) SPT adalah :
“Séiraéé-yang oleh Wajib Pajak digunaken untuk relaporkan

peﬁghz@mgan dan atau percbayaran pajak, objek pajak dan atau bukan

objek f:r:itijak dan atan harta dan kewajiban yang terhutang menurut

ketfsanlaj}in peraturan perundang-undangan perpajakan.”
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18

Calam Surat Edaran Direktur  Jenderal Pajak MNomor SE-
103/21/2611 tentang petunjnk teknis tata cara penerimaan dan
pehgl@lahan Surat Pemberitabuan Tahunan yang selanjutnya disebut
dehgﬁgﬁ SPT Tahunan adalah

i“Sfﬁs‘at Pemberitahvan unink suate tahun pajak atau bagian

'ta!;im pajak yang melipuii SPT Tahunan Pajak Penghasilan

‘Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770

88}, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

(SPT 1771 dan SPT 17701/8) termasuk SPT Tahunan

Pembetulan.”

Dari kedua pengertian d! atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
:{digﬁnakan untuk melaporken perhitungan dan atan pembayaran
pajal» yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan
ataz karta dan kewajiban menunit peraturan perundang-undangan.

11. Fungsi SPT

Menurut  Marciasmo {2009 :  29), Fungsi Surat
;Pafribﬁritahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai
:‘sa:fam untuk  melaporkan  dan  mempertanggung  jawabkan
perﬁéimngan jumlah pajak vang sebenarnya terhutang dan untuk
melaporkan tentang :

1): Ptfﬁt;bayaran atau pelurasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
dgsi atau melalui pernotongan atau pemungutan pihak lain dalam

-1 §'$atu) tahun pajak ztau bagian tahun pajak.

2) Pﬁﬁghasilan yang merupakan obiek pajak dan atau bukan objek

: pmak

T R S PR T T T R A ey




19

3) Harl‘a dan Kewajiban.
4)? P;eﬁnbayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan

3 afﬁja;u pemungutan pajek orang pribadi atan badan lain dalam

: I{iszam) Masa  Pajak, yang  ditentukan  peraturan

j p:’ihmdangundangan nerpejakan yang berlaka.

Bag& PKP adalah sebagai sarana untmk melaporkan dan
mémpjéﬂangg:mgjawabkﬁn perhitungan jumlah Pajak Pertambahan
Nii.ai :Qdan Pajpk Penjualan Atss Barang Mewah yang sebenarnya
teruiaiikg;. Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana
um.ulc?.melaporkan dan memperianggungjawabkan pajek  yang
dipi@tgﬁng atau dipungut dan disetorkannya,

12. Tempat I’éngami’;ilan SPT
Seﬁ-tia}? WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor
Pelaygana;i Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Pcrpajakf;fz (KP4), Kantor Pelavanan Penyuluhen dan Konsultasi
Perp&jak:ajn (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DIJP, atau

melalui fwebsite DIP : hip/feww.paiak.goid atau mencetak/

meng@nﬁakan/ fotokopi dengan hentuk dan isi yang sama dengan
aslinya. E
13. Laporz;n h}euangan
Me:nmj't;rs Prof. Zaki Baridwan (2004 :17) laporan keuangan
mempakﬁ:% mingkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suafu

ringkasan dari transaksi — transaksi kevangan yang terjadi selama tahun
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buku yang bersangkutan Laporan keuangan di buat oleh manajemen

dengw}:%‘ fujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas - tugas yang di

bebankan kepada pemilik perusahaan,

Mcnu:;git_ PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang penyajian laporan

keuangan menyatakan laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen

~ komponen sebagai berikut;

a. Neraca

Neraca adalak: laporan yang menunjukan keadaan keuangan
sualu unit usaha pada tanggal tertzntukeadasn yang di
tunjukan dengan jumlah harta yang di miliki yang di sebut
aktiva dan jumlaj kewajiban perusahaan yang disebut
pasiva.

Laporan laba rugi

Suatu laporan yang menunjukan pendapatan — pendapatan
dan biaya — biave dari suatu unit usaha untuk satu periode
tertentu. Selisih aniara pendapatan — pendapatan dan biaya
merupakan laba yang di peroleh ateu rugi yang diderita
perusahaan.

Laporan perubahan medal

Laporan yang merunjukan sebab — sebab perubahan ekuitas
dari jumlah awal periodemenjadi jumlah ekuitas pada akhir
periode.

Laporan arus kas (cash flow)

R T A T S TR
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Arus kas masuk dan kas keluar yarg di bedakan menjadi
arus kas operasi, arus kas :nvestasi dan arus kas pendanaan.

. Catatatan atas laporan keuangan

14. Jasa Konstruksi Secara Umum

' Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang
ci{Daﬁtﬁi, sos:al dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam
pehcip:gian berbagai sasaran  guna mercunjang  terwujudnya
pembangunan nasional.

© Pekerjaan konstruksi menumt Dioko mujono (2009, 60);

- “Seluruh atau sebagian rangkaian kepiatam perencanaan
dan atau pelaksanaan beserta pengawasao yang mencangkup
pekesjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata
linglingan masing- masing beserta kelengkapanuya, untuk
mewnjudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya, termasuk
perawatannya”.

Terdapat dua jenis kegiztun yang tercakup dalam kegiatan usaha
jasa ko@sﬁmksi yaifu:
Kegiatan usaha jasa konstruksi ikonsultan) yaitu jasa yang berhubungan
dengau_fp@renc&man umuin, perencanaan teknis, supervisi pelaksanaan
pembanqunan dan manajemen pelaksanaan pembangunan prasarana dan
sarana ﬁszk yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatannya
meny’amg};ut kemampuan masyarakat keteriiban pembangunan dan
lingkur:gan, apaoila dirinci scbagei beriiut:
1. Pereacanaan umum
2. Sudikelayakan

3. Jasé penelitian (survey)
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4. :Perencanaan telnik

e

- Marajemen
6. ;Pegzg;;awasan
7. fPe1éé£itia:1
chfatér;? usaha pelaksanzan konstruksi (kontraktor) yaitu yang
bei‘hubur;gan dengan  polaksanaan  pembangunan  prasarana
dan/keselamatan masyarakat, ketertiban pemnbangunan dan lingkungan.
Kegiatangrilya dapat dibagi raenjacti bidang-bidang pekerjaan vang terdiri
dari::
i. Bid@ng peksrjaan arsitekiur
2. Bidarg pekerjaan sipil
3. Bid%ﬁg pekerjaan mekanikal
4. Bidar& pekerjaan elekiriical
5. Bmang pekerjaan tata jinghungan
Adapun karakteristik usaha jasa konstruksi meaurut Trisnowardono
(5-6) yaitu:
Produk jii&l sebelum proses produksi dimulai
Prodzjk, @:sifat “custom-made.”
Lok_as;i pjrg*duk berpindah-pindah
Proses pmduk berlangsung dialam terbuka
Pcnﬂjuaia@ :produk dilakukan melelui prosedur pelelengan
Pros,e:$ prjo{iiuk melibatkan berbagai jeais peralatan berbagai klasifikasi

dan kualifikasi tenaga kegja, serta berbagai tingkatan teknologi.
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Pen_awémn suatu pekeriaan  kosntruksi  umumnya  berdasarkan
pcngaliiiﬁan mezlaksanakan pekerjaan sejenis

Peléksjaé:%aan konstruksi mempunyai resiko untung atau rugi yang sangat
diverg;e%l yang semua bait dapat dixetahui pada saat proyek selesai
diia_ksajrjakan secara tuntas.

Pcmakaiian bahan seringkal: menghadapi sisa dari ukuran yang diminta
sehﬁzggé.: dapat merugikan bagi yang tidak berpengalaman.

Eerbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum
berréricﬁtjzsj baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi
sesuai -dengan  karalieristiknya  yangmengakibatkan  kurang
be:rk;efm};éngnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing
secara éptimal, maupun bagi kepeniingan masyarakat. Dengan dasar
pcrﬁmﬁéngan tersebut, akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-
umcizémgi :ij;ang mengatur teatang jasa konstruksi yaitu UU No.18 Tahun
1999. |

Dalam Undarg-undang Republik Indonesia No.18 Tahun
1999 t:zgxtang jasa konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi
adalah ;-’;a’yanan Jasa konsuitasi perencanaan pekerjaan konstruksi,
Iayax;aﬁ g.jasa pelaksanaan pekerjaan komstruksi, dam layanan jasa
konmlt&s* pengawasan pekerjaan  konstruksi. Bidang usaha jasa
kons.tru}zss tersebut mencakup pekerjaan arsitekiural, sipil, mekanikal,
elekﬁ*ﬂ«:@ii dan atau fata lingkumgan, masing-masing beserta

kelengkﬁpannya.
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Perenc@aan Konstruksi
Adélah%penyedia jasa vrang perscorangan atau badan usaha yang
dinyaia};an ahli yang professional di bidang perencanaan jasa
kox:étr&%%si yang mampu mewwjudkan oekerjaan dalam bentuk dokumen
pcrencéj;aan bangunan atzu bentuk fisik lain.
Pelaksa;x_;a Konstruksi
Adadais ;g)enyedia Jasa orang perscorangan atau badan usaha yang
dimy.ataji:fan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi
yang mai_mpu menyelenggarakan kegistannya untuk mewujudkan suatu
h&sii pﬁ!;éncanaan menjad: bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
Penga!.%v;as Konstruksi
Ada?ab;panyec?ia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang
dinyatak;m ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi
yang ﬁéampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pcial:cmaé;xz pekerjaan konstrulesi sampai selesal dan diserahterimakan.
éalam rangka pelaksanasn Undang-Undang Nomeor 18 Tahun
1993 tet‘{m’mg Jasa Konstruksi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nosmeri?;g Tahun 2000 teniang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
KenstnﬁéS'i, Dzlam perkembangan selanjutnya, pengaturan dalam
perat:urar; pemerintah tersebut sudeh tidak sesuai lagi dengan
perkéml%#ngan dunia uszha jasa konstruksi, schingga usaha jasa
kons#ru?jcr}i nasional tidak berkembang sesuai funtutan pasar, baik pasar

nasianal maupun pasar internasional.
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Guna merapercepal upaya pengembangan usaha jasa konstruksi
nas-onal dan bertolak dari pengalernan empiris selama ini maka
pembidangan usaha jasa konstruksi dirasakan sangat mendesak untuk
dilakukan peninjauan kermbali.

Sementara it penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi juga belum dapat
secara efektif mengantarkan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nemor 18 Tatun 1999 tentang Jasa Konstruksi
khususnya dalam mewujudkan straktur usaha jasa konstruksi yang
kokoh, andal, berdave saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang
berkualitas.

15. Jenis Usaha Jasa Keonsiruksi

Jenis usahz jesa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999
tentang “Jasa 1Comstruksi” terdiri dari usaha perencanaan konstruksi,
usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang
masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana
kenstruksi dan pengawas konstruksi.

a. Usaha Perencanaan Konstruksi
Memberikan layvanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi

vang melipuii rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan

mulai dari stuci pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen

kontrak kerja konsiruksi.
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b. Usaba Pelaksanaan Konstruksi

Mermberikan layanan jasa pelaksenaan dalam pekerjaan konstruksi
yang meliputi rangkaian kegiatan ztan bagian-bagian dari kegiatan
mulai dari penyizpan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir
pekerjaan konstruksi.

¢. Usaha Pengawasan Konstruksi
Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau
keseluruhanpekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan
lapangan sampai dengan penyerahzar hasil akhir konstruksi.

Layanan jass perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasa konstruksi
dapat dilalukan secara terintegrasi. Kegiatan yang dapat dilakukan
secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tehun 2000 pada ayat (2a) terdiri atas:

a. rancang bangun (design and build);

b. perencanashn, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi

(engineering, procurement, and construction);

c. penyelenggaraan pekerjaen terima jadi (twrn-key project),

dan/atan

d. penvelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance
basead).

. 16. Beniuk Usaka Jasa Konstruksi

Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999

sama dengan Peraturan Pemerintzh Nomor 28 Tahun 2000, tentang
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“Jzsa Konstruksi” dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha.

Bentuk usaba vyeng dilakukan olsh orang perseorangan selaku
pelaksana konstruks: hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi
yang beresike kecil, berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
Bentuk usaha vang dilakukan oleh orang perseorangan selaku
perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat
melaksanakan pekerjaan yang sesvai dengan bidang keahliannya.

Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan atau berteknologi tinggi

dan atau yang berbinya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha
yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang

dipersamakar.

. 17. Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalarn menjalankan usahanya, perusahazn konstruksi selain

memperoleh penghasilan dari menyediakan jasa konstruksi baik

berupa jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi,

maupun jasa pengawas konstruksi, perusahaan konstruksi juga

mungkin memperoleh penghasilan fain diluar usaha.
1. Penghasilan Dari Usalia Jasa Konstruksi
Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut

adalahpenghasilan  dari penyedinan jasa konstruksi, baik jasa

perencana komstruksi, jasa pelaksana konstruksi maupun jasa
pengawas konstruksi. Untuk perusahaan jasa konstruksi yang

memberikan jasa pelaksanaan konstruksi, tetapi didalamnya juga
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termasuk memberikan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi,
maka jasa konstruksi tersebut terap diklasifikasikan sebagai jasa
pelaksana konstrikst.

2. Penghasilan Luer Usaha Jasa Konstruksi

Selain penghasilan dari memberikan jasa konstruksi terdapat juga

penghasilan lain  perusahsan jasa konstruksi yang meliputi:
Penghasilan sewa alat-alat berat dan mesin-mesin yang menganggur;
Penghasilan jasa giro; Penghasilan bunga deposito; dan penghasilan

luar usaha laicnye.

18 Beban Perusabaan Jasa Konstruksi
a. Beban Dari Usaha Konstruksi
Menurut PSAK Mo. 34 Biaya suatu kontrak konstruksi menurut
akuntansi yang terdin dasi:
a. Biaya yang berbubungan langsung dengan suatu kontrak meliputi:
» Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia;
« Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
® Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam
kontrak tersebut;
o  Biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan
ke lokasi pelaksanaan kontrak;
»  Biaya penyyewaan serana dan peralatan;
e Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan konirak tersebut;
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*  Estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin
timbul selama masa jaminan; danKlaim dari pihak ketiga.
b. Biaya-biaya vang dapat didistribusikan ke aktivitas kontrak pada
umumnyz dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebur, meliputi:
+  Asuransi;
*  Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
berhubungan dengan kontrak tertentu; dan
« Biaya-biaya overhead konstruksi.
¢.  Menurut (IAY, 2007, p.34.5) Biaya lain yang secara khusus dapat
ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak
Sedangican biaya yang tidak dapat di distribusikan ke aktivitas
kontrak atan tidak dapat dialokasikan ke suatu kontrak dikeluarkan
dari biaya konstroksi. Biaya semacam ini meliputi:
°  Biaya adminisirasi umu yang penggantiannya tidak ditentukan
dalam kontrak;
+ Biaya pemasaran wnum;
* Biaya risct dan pengembangan yang penggantiannya tidak
ditentekar: dalam kontrak; dan
* Menurat (1AL, 2007, p.34.6) Penyusutan sarana dan peralatan
menganggir vang tidak digunakan pada kontrak tertentu.
b. Beban Luar Usaha jase Konstruksi
Beban fuar usaha jasa konstruksi merupakan beban-beban yang

timbul untuk mendapatkan pendapatan luar usaha konstruksi, dapat
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Jerupa biaya pemeliharaan peralatanyang  disewakan, biaya
adminisirasi bank sehubungan dengan pemeliharaan pendapatan
Jasa giro dan pendapatan depos:to, serta beban usaha lainnya.
Definisi bebar menurut akuntansi yang terdapat dalam Standar
Akuntansi Kevangan (1Al 2007, p-18)yaitus:

“Penurunan  manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk arus keluar atan berkurangnya aset
atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan
ekuitas yang iidak menyangkut pembagian kepadaa penanarm

modal™..
Dari pergertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa segala

pengeluaran yeng menyebabkan penurunan manfaat ekonomi
selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau
berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan
penurunan ckwitas yang tidak menyangkut pembagian kepada
penanaim modal merupakan beban. Jadi biaya pemeliharaan, biaya
acministrasi bank sehubungan dergan pemeliharaan pendapatan
jasa giro dan bunga deposito merupakan beban dalam laporan
keuangan korersial perusahaan,

w Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Kenstruksi

Dzlam  ketentuan  perpajakan yaig diatur dalam Peraturan
: Pemerintah No. 51 whun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha
| ;!;Easa Koustruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

| Womor 187/PME..03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran,

- Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Usaha Jasa Konstruksi. Yang dimaksud dengan jasa kontruksi adalah
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layanan jasa konsuliasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekeniaan  konstruksi, dan layanan jasa konsultasi
pengawasan pekerjaan konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi adalah
keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau
pelaksanaan  beserta  pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-
masing beserta kelengkapeannya untuk mewnjudkan suatu bangunan
atau bentuk fisik lain. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa
oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesioanal
dibidang perencanzan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan
pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau
baden yang dinyatakan ahli yang profesicanal di bidang pelaksaaan
Jasa konstruksi yang mampu imenyelenggarakan kegiatannya untuk
mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau
beatuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi
terinfegrasi  yzitu  penggabungan  fungsi layanan dalam  model
penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (enginering,
procurement andconstruction) serta model penggabungan perencanaan
dan pembanguran {design end build). Pengawasan Konstruksi adalah

pemberian jasa oleh crang pribadi atan badan yang dinyatakan ahli

| yang profesioanal di bidang pengawaszan jasa konstruksi, yang mampu

melaksanakan pskerjaan  pengawasan sejak  awal pelaksanaan
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| pekerjaan konstruksi sampai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa
adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap vang
memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia Jasa adalah orang
Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan
usahanya menyeciakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana
konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun

sub-subnya. Nitai Kontrak Jasa Konstruksi adaleh nilai yang tercantum

* dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat
final sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. 2% (dua persen} untux Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;

b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penycdia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

c. 3% (tiga persen) uniuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa sehain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huraf'b:

d. 4% (empar persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau
Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang

memiliki kualifikasi usaha; dan
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6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau
Pengawasan Konsirukst yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang
tidak memilik: iualifikasi usaha,

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud diatas, dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat
pembayaran. dalam hal Pengguna Jasa mermupakan pemotong
pajak; atsu disetor sendii oleh Penyedia Jasa, dalam hal
Pengguna Jasz bukan merupakan semotong pajak.

Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong, adalah jumlah
pembayaran, tidak termnasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan
tarif Pajak Penghasilan. Sedangkan besamya. Pajak Penghasilan
vang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan taril Pajak
Penghasilen. Jumlah pembayaran atau jumlab penerimaan
pembayarzn sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian

dari Nilai Konirak Jasa Konstruksi,

20. Tata Cara Pemeiongan

a.

Menurut Direktotarat jendra: pajak di situsnya tata cara
pemotongan pajak konstuksi yaitu:
Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, bentuk usaha tetap atan Wajib Pajak Orang Pribadi

dalam negeri yang ditunjuk cleh Direktur Jenderal Pajak,
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dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka
dan termin.

b. Bila pengguna jasa adalah bukan badan pemerintah , disetor
sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang
muka dan termin,

21. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

Menurut  Direkiotara: jendral pajak di situsnya Tata Cara

Pembayaran dan Pelaporan pajak konstuksi  yaitu:

Dalan:  hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui
pemoiongan, maka Pembayaran atau penyetoran pajak disetor
ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;

Dalan: hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri
oleh yany penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank
persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan
berikutnya setelah masa masa pajak berakhir;

Wajit Fajek wajit: menyampaikan laporan pemotongan dan
atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa
ke Kantor Pelayan Pajak ateu KP2KP, paling lama 20 hari
setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal jatuh teripo penyetoran atau batas akhir pelaporan

pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau
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hari litur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat
dilaknkan paca hari kerja berikutnya.
| ;22. Penghasiian Yang Dikenai Tarif Final
Menurut Djoko muljono ( 2009: 40) penghasilan yang sudah
dikenakan PPh yang sifatnya final tidak perlu lagi di perhitungkan
sebagai objek pajak penghasilan, dan ates PPh final yang telah
dipotong pihek lain atau telah dipotong pihak sendiri tidak dapat
diperfakikan sebagai kredit pajak,
Objek PP final dapat dibedakan sesuai jenis pengenaanya
seperti bemkul ini:
* Yang scrupa deagan objek 2Ph pasal 2lantara lain seperti
berikut ini:
o Usng pesangon
* Yang serupa dengan objek PPh pasal 22 antara lain seperti
berilus ini:
o Incustri semen dari pabrikan
o Iadustri tembakan dar: Habrikan
© Migas pada agen PERTAMINA
o Gula pasir dan terign
¢ Yang serupa dengan objek PPh pasal 23 antara lain seperti
berilaw ini:
o Bunga bank

o Bunga obligasi

o Premium SWAP/ Forweard
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bunga anggota koperasi

sewa tanah dan atau bangunan

iasa pelavaran

iesa penerbangan

jasa konswruksi yang mempunyai sertifikasi  jasa
konstruksi dengan borongan sampai dengan 1 milyar,
Jasa malkon

Jaga konsultan manajemen

© Yang serupa dengan objek FPh pasal 25 antara lain seperti

beriloui ini:

[w]

<

@]

o

Selisih lebia pada revaluasi
Pengalihan hak tanah dan bangunan
Transakst saham

Lskonto obligasi

Rincian tarif dari PPh yang telah dikenakan PPh final tersebut

adalah seperti pada tabel berikut ini:

AT




Tabel 2.1 Tarif PPh yang telah dikenakan PPh final
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Dy,

ffasa penghasilan Tarifl Dari Diatur
1: Bunga deopsito, tabungan 20%% Bunga Ps 4(2) UU PPh
2 ;Eiunga dan premium SWAP Forward 20% Bunga dan | Ps4(2) UU PPh
©otE premium
3. | Bunga diterima angggoia koperasi 10% Ps4(2) UU PPh
; . Bunga
4 1 ‘Fransalest saham serta selouritas lainnya di | 0,19 Ps4(2) UU PPh
 barsa efeic , antara lain Saham diterica Bruto
§l prang pribadi atau badag
3 : Smham diterima penditi 0.5% Selurub saham Ps 4(2} U PPh
T : pendiri PO
G . i Bunga obligasi dan diskonto ablizasi | age; Bunga bruto Ps 4(2) UU PPh
‘|dengan kupon
Sl Selisih lebih
7 L L 20%
Diskonto obligasi tanpa bupga
. h o Nilai tinggt antara Ps 4(2) UU PPh
: Pengalihar tanak dan bangunan - harga juat dan NJO
A 16% Ps4(2) UU PPh
;| Sebva tanah dan bangunas ! Sewa bruto s42)
10 ' 2%
3 sa Konsu tan manajemen ’ Bruto PPN
J’:issa malkoa 2,1% Biaya  pembuatan { PS5 42)UUPPh
: K ¢ bahan baku
17 : ) 2,64% Bruto Ps 4(2} UU PPIy
: | Peserbangan luar negri
i3 ] , 1,2% | Peredaranbruto | KMK 534/2002
Telayaran Dalam Negri
14 byt ) \ DPP PPN EME 417/ 1996
Konstruksi pengusaha kecdl, pengadaan s.d 29
IMILYAR ’
5 Penjualan KMK 417/ 1996
E%:,;.tm bakar minyak jenis praings, suprer
15 TT dan gas oleh peayalur / agen . Harga bandral Ps4(2) UU PPh
PEETAMINA 0.3%
16 P DPP FPN Kep 41712001
Hasil tembakau 0,15%
L Selisih  lebibh - | KMK 384/200¢
17 “;iﬁf*:“ 0,25% konpensasi rugi
3 KMK 40172001
18§ peraithan tanah / bangunan oleh real estate 1
: ! 2

Sumber: Buku Akuntansi Pajsk
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23. Tarlf Pajak Penghasitan Badan

1 Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17
}fcintang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri
can bentuk usaba teiap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
%’Mﬁf i menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010.

! Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan
-zzﬁiélam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000

{"f-iina Puluh Milier rupizh). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-

ﬂrmdang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri

dﬁmgan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima pulul

miliar rupiah) mendapa: fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%
wma puluh persen; dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
_(i};i huruf'b dan aya: (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari
tﬁ:%gian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar
d%l:ifapan ratus juta nipiah),

Fasilitas pengurangan tarif sesual dengan Pasal 31E ayat (1)

' @ndang— Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self

. a‘js:s;?;ssment pada saat penyampzian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badaa. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak

rlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas

Peredaran brato sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat

_ (ij ‘Undeng-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau
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afmlah penghasilan vang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha
ebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
ﬁﬁfnghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
sang meliputi:

; Penghasilan yang dikenai Pajak Penghesilan bersifat final;

. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan

.. Penghasilan yang dikecualikan dari objzsk pajak.

‘ Fasilitas Pasal 31E ayat (1) terscbut bukan merupakan pilihan.
Sepanjang alkumulasi peredaran bruto sebagaimana di atas tidak
' + melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak
' Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib
Pajalc badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas

- pengurangan tarif sesual deagan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang

| Pajak Penghasilan. Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E
. : dapat dibedakar menjads dua yaitu:

f ; 1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka

penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: PPh terutang =
50% X 25% X seluruh Penghasiian Kena Pajak.
Jika perederan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai
dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang
yaitu sebagai berikut:

2h terutang = 50% X 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian

peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
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b. PPh terutang = 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian
peredaran brute vang tidak memparoleh fasilitas.
2.2 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini  di dasari olelk undang- undang Nomor

5122008 jo. PP Nomor 412009 dan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17. peneliti

sg%&i_nggunakan pajak badan uniuk meneliti PPh final dan tidak final di PT
ruda Jaya Fibebarindo. Adapun kerangka berpikir yvang di buat oleh
: gjénulis.

DIAGRAM 2.1

Gambar Kerangka Berfikir

Penghasilan perusahaan konstruksi
4009,2010,dan 201}

PT. Garada Jaya fiberindo periode

St

UU Nomor 36/2008 UU No. 36 Tahun
Pasal 4 ayat 2 dan PP 2008 pasal 17
Nomor 51/2008 ju. PP

Nomor 40,2009 Pasal 17
Pajak Final Pajak Tidak
Final

Deskriptif Kompartif
Analisis

i

KESIMVIPULAN

Sumber: Dnéi:ah penulis
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